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PENDJRELASAN UMUM:

Dalar pasal 125 Konstitusi Sementara Republlk Indonesia Serikat
ditentukan bahwa ps gawal-pegawal foderal diangkat dan diperhcentikan
menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan dengan Undang-undang
federale

Karena menurut pasal 192 KthtltUai peraturan~peraturan Undang-
undang jang ada sckarang tetap berlaku dengan tidak ada psrubahannja
selama tidak digxntl dengan peraturan-peraturan lain, maka buat scmen-
tars suatu Undang-undang baru tidak usahlah diadakan, seandainja pera-
turan-peraturan jang ada sckarang tidak berisl ketentuan-kétentuan,
jang perlu scegera diubah oleh karsna perubahan ketata-negaraan.

Maksud Undang-undang darurat ini l1alah untuk dapat meland jutkan

pengangkatan pegawai setjara teratur. Scbenarnja seluruh kumpulan pe-

raturan~peraturan pegawal jang ada sckarang péda waktunja perlu digan=-
‘ti, denpgan Undang-undang pegawal federal, jang salah satu hagidnnga
ialah soal jang diatur dalam Undang—undang dorurat ini.

Karena berlandjutnja pengangkatan pegawai set jara biasga adalah
guatu hal jang penting sekali dan perlu diatur seclekas-lekasnja seper-
t1 Jang dimaksud dalam pasal 139 Konstitusi Sementara, naka terdes ak
oleh keadaan-keadaan itu Pemerintah berpendapat harus mendjamin pen jo-
lesalann ja dengan menetapkan suatu Undang-undang darurat.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASALS

Pasal 1. Sanpal sekarang kekuasasn mengangkat dan memberhentikan
pegawal federal masih disandarkan kepada "Pnraturan Pen jerahan tentanp
pengangkatan 1928" (Staatsblad 1928 No. 3%). Karena tisda lagi seésual

?‘nwxn keadaan, maka peraturan tersebut perlulah dihentikan berlakunja.

rasal 2. Dalam pasal ini kekuasaan mengangkat dan memberhentikan
pegaw&i pertama-tama diletakkan dalam tangan Presiden semata-mata
nengenal pangkat-pangkat jang terscbut dalam ajat 1 sub a pasal ini.

Swlindjutnin kekuasaan itu diletakkan dalam tangan Perdana Mente-
ri dan para lenteri, seckedar mengonal pegawai-pegawal jang bekerdja
dibawah pengawasannja.

Begitu pula diatur hal kekuasaan Senat, Dewan Perwakilan Rak jat,
Dewan Pengawas Keuangan, Mahkamah Agung dan Direktur Kabinet Presiden
Republik Indonesia Serikat akan mengangkat dan memberhontikan pegawal
gebagaimana tert jantumsub ¢, 4, & dan f pasal ini.

Untuk mendjamin adanja politik urusan pegawal jang sama pada sc-
luruh Kemnenterian, perlu diadaken beberapa pembatasan dalam peraturan’
penjerahan pengangkatan, jaitu disjaratkan mendam t perdetud juan Per-
dena Menteri c.q. Dewan Menteri lebih dahulu.

Untuk maksud ini Perdana Menteri c.q. Dewan Menteri mendengar
terlebih dahulu pertimbangan dan nasehat Kepala Djawatan Urusan Urnum
Pegawai.

Jang dimaksudkan dengan "uwempeokerdjakan.orang-orang bukan warga
negara Republik Indonesia Serikat buat pertama kalinja" (ajat 3) ialah
pengangkatan untuk sementara waktu atau pengangkatan untuk sementara
dalan djobatan, karena pengangkatan tctap dalam djabatan atau pengang=’
katan dalan debatdn tetap Republik Indonesia Serikat, mengingat pasal
22 ajat 2 Konstitusi Sementara, akan diaturp tor:endiri dikemudian hari
dengan Undang-undang federal. Soal ini tldak sekian mendecaknja

seperti



po F LN,
scperti  penganckatan-pengangkatan tormaksud dalam Undang-undang darurat
ini. : ' :
JANG DIMAKSUDKAN DENGaAN PERKATAANG

a. "dipekerdjakan untuk sementara waktu'" ialah jJang diwaktu dahulu di-
sebut "tijdelijk werkzaam te stellen';

B "dianbkat dalam djabatan tetap Republik Indonesia Sbrikat" 1alah
"opneming in vaste landsdienst" (setelah jang bersangkutan diperik-
., 8a kesehatan badannja oleh Madjelis pemeriksa badan)j
c« "diangkat untuk sementara dalam djabatan" ialah "tijdelijk belast
met de waarneming van de betrekking's

d. "diangkat tetap dalam djabatan", ialah “"benoemd in de betrckking";

¢. "diperhentikan dari pekerdjaannja sementara, ilalah "ontheven van
de tijdelijke werkzaamstelling";

f. "diperhentikan dari djabatannja', ialah "ontslag ult de betrekiing'

2. "diperhentikan dari djabatan Negerl (Republik Indonesia Serikat)",
ialah "ontslapg uit 's Lands vaste dienat";

he "ikata an dinas Republik Indonesia Serikat untuk waktu Jang terbatas", -
lalah "aanstelling op Kort-verband",

Pasal 3. Para Menterl dapat menjerahkan kekuasaannja kepada peme:
gang-penegang kuasa jang termasuk lingkungan Kementeriannja masing-ma-
8ing ket juali kekuasaan untuk memperhentikan salah scorang pegawal dari
djabatan Negeri Republik Indonesia Serikat, Jang perlu dipegang olch
para lMenteri sendiri. '

Pasal L. Menund jukkan pedoman manakah jang harus diturut apabila
pengangkatan-pengangkatan itu dilakukan dengan menjimpang dari sburan-
1turan biasa mengenail s jarat-s jarat pengangkatan jang ditetapkan,
penghargaan pengalanan jang diperolch dalan pekordgaannja dahulu, pe=-
netapan gadji dan sebagainja.

Terrmuat dalam Lembaran-Negara Nre L1, Tahun 1950,

Diketahui:
Menteri Kehakiman,
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